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Tempo.co, “Kejaksaan jadi Instansi Pemberi Status Justice Collaborator Kasus 

Korupsi Terbanyak”, https://data.tempo.co/data/1282/kejaksaan-jadi-

instansi-pemberi-status-justice-collaborator-kasus-korupsi-terbanyak, 

diakses pada 24 Januari 2023. 

Peraturan Perundang-undangan  

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR, 1966). 

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, 2003 

(UNODC, 2003)  

Witness Protection Act 1984. 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5602). 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409). 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5359).  

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 117).  
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Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606) 

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, 

KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER 

045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-

55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi 

Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi 

Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

(Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. 

Putusan Pengadilan  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi 

Elektronik terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.   

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

127/Pid.Sus/Tpk/2015/PNJKT.PST perihal Putusan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Amir Fauzi. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst. 

perihal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara Abdul Khoir, 9 

Juni 2016. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst. 

perihal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara Dessy Ariyati 

Edwin, 7 September 2016.  

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PID.SUS-TPK/2017/PN Jkt. 

Pst perihal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara Andi 

Agustinus alias Andi Narogong, 21 Desember 2017.  

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI perihal 

Banding perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong, 3 April 2018. 

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI perihal 

Banding perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong, 3 April 2018. 
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Laporan 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2021, Laporan Tahunan 2021: Dedikasi 

Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan, Jakarta  

Hasil Penelitian Lapangan  

Data Rekap Pengajuan Justice Collaborator yang Ditolak dan Diterima Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

Data Rekap Keputusan Justice Collaborator Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK 

2022 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  

Hasil wawancara dengan Lalola Easter Kaban, Peneliti Indonesia Corruption 

Watch, 17 Maret 2023. 

Hasil wawancara dengan Iftitah Sari, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, 

17 Maret 2023.  

Hasil wawancara dengan Fakhrur Haqiqi, Koordinator Bidang Humas dan Protokol 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 28 Maret 2023. 

Hasil wawancara dengan Syahrial Martanto Wiryawan, Tenaga Ahli Biro 

Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 31 

Maret 2023. 

Hasil wawancara dengan Rianto Wicaksono, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak 

Saksi dan Korban, 5 April 2023. 

Hasil wawancara dengan Togi Robson Sirait, Biro Hukum Komisi Pemberantasan 

Korupsi, 14 April 2023. 
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